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Abstract: This research is aimed to analyze the accessibility of IFR (Internet Financial Reporting) through e-government by examining size, income per capita, and debt which are assumed to have positive associations and its implication by linking it with Law No.14 of 2008: The Disclosure of Public Information of Article 9 (information concerning the financial statements only). The results of this study indicate that the accessibility is positively related to size variable at the significance level of 10% and income per capita variable at a significance level of 5%, while the debt variable shows no significance. The anaysis also indicates that the juridical aspect, Law No. 14 of 2008 on the Disclosure of Public Information hasnot regulated the manner or procedure to disseminate public information. Thus dissemination of financial statements (IFR) through e-government is still not fully utilized.
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PENDAHULUAN
Sejak mulai efektif diberlakukannya pada tahun 2010, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tidak begitu dikenal di masyarakat. Padahal undang-undang ini sangat bermanfaat karena langsung terkait kepada masyarakat, yaitu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Seiring satu tahun pemberlakuan undang-undang ini, pemerintah sebagai penyedia informasi publik harus siap dengan segala implikasi yang ada.
Bila dikaitkan dalam ranah akuntansi sektor publik, khususnya mengenai laporan keuangan sebagai salah satu informasi publik, pemerintah saat ini belum memberikan mandatory mengenai bagaimana mendiseminasikan laporan tersebut. Yang diatur dalam UU KIP Pasal 9 ayat (1) s.d. ayat (3) UU KIP adalah hal-hal terkait dengan kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala yang dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, serta lingkup informasi publik yang disampaikan. Cara atau prosedur untuk mendesiminasikan atau menyebarluaskan informasi publik itu ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik masing-masing. Kewajiban diseminasi informasi publik tersebut akan sangat efektif bila disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Informasi publik dapat disampaikan melalui berbagai macam media. Namun untuk mengatasi masalah dalam 3E (Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomi), internet merupakan solusi yang tepat. Menurut Lymer et al (1991), Trites (1999), dan FASB (2000), internet memberikan keuntungan mengurangi cetakan dan biaya pendistribusian. Selain itu tentu saja internet dapat menjangkau stakeholder publik lebih luas, lebih cepat, dan tanpa batas waktu.

Salah satu aplikasi internet pada sektor pemerintah adalah e-government. Menurut Bank Dunia dalam Supangkat (2008), peran utama e-government terletak pada bagaimana teknologi informasi dapat memicu transformasi relation (hubungan) antara pemerintah dengan warganya, pemerintah dengan dunia usaha, dan antar instansi pemerintah sendiri sehingga transformasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan publik. 

Di Indonesia, inisiatif e-government telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Menyadari akan besarnya manfaat e-government tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.
Pengungkapan atau pelaporan akuntansi sektor publik dengan menggunakan media website pemerintah (e-government) merupakan konten yang biasa disebut IFR (Internet Financial Reporting). Menurut Oyelere, Laswad, dan Fisher (2003), IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multimedia internet untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan. Laporan keuangan yang biasanya dicetak, melalui internet pengguna laporan keuangan dapat didistribusikan lebih cepat (aspek timeliness) dan mampu mengeksploitasi kegunaan teknologi ini untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek disclosure).

IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government merupakan media yang paling memenuhi aspek 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua stakeholder publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat. Berdasarkan penelitian penelitian Verawaty dan Halim (2009), 87,9% pemerintah daerah tingkat provinsi memiliki e-government dalam status online/aktif. Namun hanya 37,93 % yang melakukan IFR (Internet Financial Reporting). Hal ini berarti diseminasi informasi ini erat kaitannya dengan kesiapan badan pubik untuk menyediakannya agar mudah diakses oleh publik. Walaupun secara finansial serta didukung SDM yang handal, ternyata tidak semua pemerintah daerah melakukannya. Padahal menurut UU KIP Pasal 9 (4), kewajiban diseminasi informasi publik tersebut dapat disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui e-government yang terlebih hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memilikinya. Jadi IFR dengan mudah bisa diterapkan sebagai salah satu konten didalamnya. Berdasarkan penelitian-penelitian di luar negeri, hal tersebut dikaitkan dengan beberapa variabel antara lain nilai, size, income percapita, dan debt level pemerintah daerah. 
Anggaran teknologi informasi yang lebih besar akan lebih membiayai daerah dengan suatu fungsi teknologi informasi yang mampu mendesain dan mempertahankan website yang lebih canggih dengan aksesibilitas yang paling mudah. Hal ini jelas berasosiasi dengan size dengan proksi populasi penduduk, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar pula anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangannya.
Adapun permintaan yang meningkat untuk laporan keuangan akan memerlukan efisiensi biaya untuk penyediaan data laporan keuangan di website pemerintah tersebut. Efisiensi biaya ini akan lebih besar untuk daerah-daerah dengan income percapita yang lebih tinggi yang secara umum memiliki proporsi yang lebih tinggi atas penduduk yang berhubungan dengan internet. Daerah-daerah dengan income percapita yang tinggi kemungkinan akan menyediakan aksesibilitas paling mudah untuk data laporan keuangannya.
Jika dikaitkan dengan debt level, dorongan yang diberikan oleh pemilik hutang (pemerintah daerah) untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih dominan daripada biaya-biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis. Hal ini disebabkan oleh pemberi hutang (debitur) akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling aplikatif termasuk aksesibilitasnya.
Penelitian mengenai aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangan belum pernah diangkat di Indonesia. Dengan regulasi UU KIP yang mewajibkan penyediaan informasi tersebut sebagai salah satu informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan fasilitas e-government yang kontennya bisa diaplikasikan sebagai media publikasi laporan keuangan, penulis ingin mengangkat fenomena penelitian ini dengan mengkaitkan dengan variabel-variabel diatas yang secara empiris belum memiliki kesimpulan yang sama di beberapa negara.
Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian untuk setiap variabel yang diasumsikan memiliki asosiasi positif dengan aksesibilitas laporan keuangan melalui media internet. Penelitian dari luar negeri telah banyak yang membahas mengenai ketersediaan laporan keuangan melalui media internet atau Internet Financial Reporting (IFR), yaitu penelitian Styles dan Tennyson (2007), Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005), Chase dan Phillips (2004), Gore (2004), Groff dan Pittman (2004), sedangkan penelitian dari Indonesia yaitu penelitian Verawaty dan Halim (2009) dan Verawaty (2010). Namun hanya penelitian Styles dan Tennyson (2007) saja yang juga sekaligus membahas keteraksesannya (aksesibilitas) melalui media internet. Selain penelitian-penelitian tersebut, juga ada beberapa penelitian mengenai level pengungkapan akuntansi pemerintah daerah, seperti penelitian Gore (2004), Robbins dan Austin (1986), Giroux dan McLelland (2003) serta penelitian Ingram dan Dejong (1987) dan Copley (1991).
Berdasarkan penelitian laporan Verawaty dan Halim (2009), dari 33 provinsi, terdapat 29 provinsi yang memiliki e-government dalam status aktif/tidak dalam perbaikan, tetapi hanya 11 provinsi yang menyediakan laporan keuangan melalui media internet (ketersediaan IFR melalui e-government). Namun aksesibilitas atau berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan tersebut tidak dibahas dalam penelitian tersebut. 

Dengan melihat fenomena yang telah disebutkan di atas, penulis ingin menganalisis penerapan UU KIP No. 14 Tahun 2008 dalam ranah akuntansi sektor publik dengan mengaitkan aksesibilitas informasi publik (Pasal 9; informasi mengenai laporan keuangan saja) oleh badan publik yaitu pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia dengan tiga variabel penelitian. Rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.
Bagaimanakah hubungan antara size pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government ?

2.
Bagaimanakah hubungan antara income per capita penduduk pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government ?

3.
Bagaimanakah hubungan antara debt level pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government ?

Adapun penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan positif antara size, income per capita, dan debt level pemerintah daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government. Penelitian ini juga mengkaitkan analisisnya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 dan sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau purposive sampling method. Populasi ini ditentukan berdasarkan periode observasi sampai dengan Agustus 2011. Alasan penentuan populasi ini disebabkan karena proporsi pemerintah daerah tingkat provinsi yang memiliki e-government (dibandingkan dengan pemerintah daerah tingkat provinsi yang belum memiliki) lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Pemilihan sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling method, yaitu sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut, yaitu pemerintah daerah tingkat provinsi yang memiliki e-government periode Juni 2008 sampai dengan Agustus 2011 dan e-government tidak sedang dalam perbaikan (maintenance). Berikut tabel operasionalisasi variabel penelitian:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

	Variabel
	Definisi Operasional
	Indikator

	Variabel Dependen: 

Internet Financial Reporting (IFRACCESS)
	· IFRACCESS merupakan nilai aksesibilitas pemerintah daerah terhadap IFR.

· IFR merupakan seperangkat pengumuman mengenai informasi finansial tahunan secara elektronik atau yang ada dalam e-government pemerintah daerah tersebut (Laswad, Fisher, dan Oyelere, 2005).

· Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007), aksesibilitas laporan keuangan terkait dengan kemudahan penggunaan untuk dapat menemukan dan melihat data laporan keuangan yang disediakan di internet.
	Berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan tersebut dalam e-government (IFRACCESS diukur dengan menggunakan Calculation of Accessibility Index Value) pemerintah daerahi pada tahuni


	Variabel Independen: 

1. Size 

(SIZE)
	· Menurut Groff dan Pittman (2004), kota-kota besar umumnya memiliki fungsi akuntansi yang lebih besar dan anggaran yang lebih besar untuk pelayanan teknologi informasi. Fungsi akuntansi yang lebih luas sangat berkenaan dengan kebutuhan daerah-daerah besar untuk menyajikan lebih banyak data dalam laporan keuangan. 

· Salah satu karakteristik kota besar adalah  populasi penduduk, yaitu jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu.
	Jumlah Penduduk (Size diukur dengan dengan log jumlah penduduk pemerintah daerahi pada tahuni)


	2. Income per Capita

(INCOME)
	· Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Hal ini berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007) dan Gore (2004).
· PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita merupakan proksi untuk menentukan pendapatan perkapita penduduk.
	PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Income diukur dengan dengan log PDRB perkapita pemerintah daerahi pada tahuni

	3. Debt Level

(DEBT)
	· Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, Lampiran III yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, hutang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

· Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007), total hutang dibagi dengan populasi.
	Hutang  dalam neraca dan jumlah penduduk (Debt diukur dengan dengan rasio antara hutang dan jumlah penduduk pemerintah daerahi pada tahuni)


Hipotesis akan diuji dengan persamaan:
IFRACCESSit   =   (it + (1SIZEit + (2INCOMEit  + (3DEBTit + eit

Instrumen penelitian adalah observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti melalui media internet yang dikuatkan dengan kuesioner terbuka. Kuesioner tersebut digunakan untuk variabel dependen, sedangkan untuk variabel-variabel independen digunakan data sekunder. Terakhir untuk melengkapi analisis atas data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa praktisi-praktisi pemerintah.
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Calculation of Accessibility Index Value

The accessibility index was calculated as follows for each city that

provided CAFR data on its official website:

1 point if official city website appears on first page of results for

Google or Yahoo search using city name and state (A).

+ 1 point if official city website has link to CAFR data on website
homepage (B).

+ 1 point if official city website has search engine that finds CAFR
using terms CAFR and/or financial statements (C).

+ 1 point if 3 or less web pages (or clicks of mouse) to view CAFR
data from city website homepage (D).t

+ 1 point if CAFR provided on official city website as indexed pdf
file(s) or HTML format (E).

+ 1 point if city provides CAFR data in more than one file; files for
different sections/pages of full CAFR document (F).

+ 1 point if individual file(s) providing CAFR data less than 3MB in
size (G).t+

+ 1 point if official city web site provides CAFR data for prior years (H).

+ 1 point if official city web site provides information on obtaining or
access to a printed copy of the city's CAFR (l).

+ 1 point if official city web site provides contact details (phone
and/or email) for individual/department that compiled CAFR (J).

= Possible score of 10 points

t Groff and Pitman’s (2004) survey of the websites of the 100 largest
U.S. municipalities report the average number of pages before
accessing the full CAFR was 2.42. LaVigne et al. (2001) also
suggest users should not have to click more than three times to
access the information.

it |n a pilot study of 100 municipality websites of varying sizes
conducted by the authors the average size of the file providing
CAFR data was 3MB. *




Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan e-government pada populasi 33 pemerintah daerah tingkat provinsi dan ketersediaan Internet Financial Reporting (IFR) pada sampel yang ada dan menilai aksesibilitasnya berdasarkan accessibility index value yang digunakan pada penelitian Styles dan Tennyson (2007). Berikut Calculation of Accessibility Index yang menjadi dasar untuk menilai berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam e-government:
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karena data provinsi Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat tidak lengkap, maka tidak diikutsertakan ke dalam pengujian data. Berikut tabel data yang akan diolah untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada:
Tabel 3. data Yang Akan Diolah Untuk Menguji Hipotesis

	NO
	NAMA PROVINSI
	 Var IFR ACCESS 
	Var  SIZE*
	Var INCOME*
	Var DEBT*

	1
	Bali
	1
	              6,53
	13,7
	1,47

	2
	Banten
	1
	              6,96
	14,09
	1,54

	3
	Bengkulu
	1
	              6,25
	13,16
	2,1

	4
	Daerah Istimewa Yogyakarta
	1
	              6,51 
	13,58
	2,61

	5
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	8
	6,96
	14,83
	1,51

	6
	Gorontalo
	1
	              5,97 
	12,77
	1,59

	7
	Jambi
	6
	              6,44 
	13,6
	1,23

	8
	Jawa Tengah
	1
	              7,53 
	14,56
	0,68

	9
	Jawa Timur
	1
	             7,56 
	14,79
	1,09

	10
	Kalimantan Barat
	1
	             6,66 
	13,68
	1,22

	11
	Kalimantan Selatan
	3
	            6,52 
	13,66
	1,79

	12
	Kalimantan Tengah
	6
	             6,33 
	13,51
	0,57

	13
	Kalimantan Timur
	1
	             6,45 
	14,5
	1,85

	14
	Lampung
	1
	             6,88 
	13,87
	1,12

	15
	Maluku
	1
	             6,12 
	12,8
	1,84

	16
	Nanggroe Aceh Darussalam
	1
	             6,66 
	13,87
	2,66 

	17
	Nusa Tenggara Timur
	1
	6,63
	13,33
	0,96

	18
	Papua
	1
	             6,42 
	13,74
	2,72

	19
	Riau
	5
	              6,76 
	14,44
	0,46 

	20
	Sulawesi Selatan
	1
	6,95 
	13,93
	2,89 

	21
	Sulawesi Tenggara
	1
	6,32 
	13,35
	1,53

	22
	Sulawesi Utara
	1
	6,34 
	13,44
	1,39

	23
	Sumatera Barat
	6
	6,67 
	13,85
	1,22

	24
	Sumatera Selatan
	1
	6,89 
	14,13
	1,02

	25
	Sumatera Utara
	5
	7,12 
	14,33
	2,13


Keterangan:
*: Dalam log10

Berikut tabel yang menunjukkan statistik deskriptif untuk semua variabel penelitian yang ada:
Tabel 4. Statistik Deskriptif Untuk Semua Variabel Penelitian

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	IFRACCESS
	25
	1
	8
	2.28
	2.227

	SIZE
	25
	5.97
	7.56
	6.6572
	.38872

	INCOME
	25
	12.77
	14.83
	13.8204
	.54979

	DEBT
	25
	.46
	2.89
	1.5676
	.66677

	Valid N (listwise)
	25
	
	
	
	


Hubungan antara size, income per capita, dan debt pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government diuji sebagai berikut:
Tabel 5. Uji Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Unstandardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1               (Constant)

                    SIZE

                    INCOME                  

                    DEBT
	-15.130

-3.591

3.100

-.970
	11.120

1.925

1.352

.637   
	-6.27

.765

-.290
	-1.361

-1.866

2.292

-1.522
	.188

.076

.032

.143


        Dependent Variable: IFRACCESS

Berdasarkan hasil regresi dengan nilai signifikansi 0,076 (p<0,10), penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara size pemerintah daerah dengan proksi jumlah penduduk dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan e-government. Dengan demikian semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula tuntutan akan pengungkapan keuangan sektor publiknya. Artinya, jumlah penduduk secara statistik dapat menjadi faktor penentu yang dapat menjelaskan aksesibilitas IFR melalui e-government. 
Menurut Giroux dan Shield, 1993 dan Giroux dan McLelland, 2003, pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan informasi. Aktivitas program dan pelayanan untuk jumlah penduduk yang besar dengan pengeluaran sumber daya yang pastinya besar mengakibatkan permintaan informasi dalam jumlah yang besar atas informasi kinerja pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah sehingga semakin besar anggaran untuk aktivitas yang dapat terkumpul tersebut dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi. Permintaan tersebut dapat diakomodir melalui IFR yang merupakan metode pengungkapan alternatif yang lebih efektif dan aksesibilitasnya yang secara teoritis, semakin banyak poin yang didapat berdasarkan berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam e-government, semakin baik. Penelitian ini didukung oleh Styles dan Tennyson (2007) yang membuktikan bahwa kota dengan jumlah penduduk yang besar memiliki asosiasi positif untuk melakukan IFR melalui e-government. Penelitian yang peneliti lakukan di Indonesia ternyata juga mendukung penelitian-penelitian asing tersebut.
Berdasarkan hasil regresi dengan nilai signifikansi 0,032 (p<0,05), penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara income per capita pemerintah daerah dengan proksi PDRB perkapita dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan e-government. Semakin mudah aksesibilitas terhadap laporan keuangan (IFR) melalui e-government, semakin baik diseminasi informasi publik yang dilakukan. Dengan demikian income percapita secara statistik dapat menjadi faktor penentu yang dapat menjelaskan aksesibilitas IFR melalui e-government. 
Menurut literatur terdahulu, menurut GASB (1999) dan GFOA (2003) menyatakan daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih besar memiliki permintaan akuntabilitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi yang dapat menyediakan ukuran-ukuran kinerja. Penelitian Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) dan Styles dan Tennyson (2007) mendukung hasil penelitian tersebut dengan mengaitkan pelaporan laporan keuangan tersebut melalui media internet atau IFR melalui e-government, termasuk aksesibilitasnya. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Robbins dan Austin (1986) yang menyatakan bahwa tidak asosiasi positif pendapatan perkapita dengan pengungkapan akuntansi di sektor publik. Penelitian yang peneliti lakukan di Indonesia mendukung Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) dan Styles dan Tennyson (2007).
Berdasarkan hasil regresi dengan nilai signifikansi 0,143 (p<0,10), penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat asosiasi positif antara debt pemerintah daerah dengan proksi rasio hutang terhadap jumlah penduduk dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan e-government. Walaupun berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 5, Provinsi Riau dengan tingkat hutang paling rendah, yaitu 0,46 melakukan IFR melalui e-government dan poin aksesibilitasnya 5 atau diatas mean, yaitu 3, akan tetapi  dari 56% sampel yang memiliki rasio hutang dibawah mean, hanya 20% saja yang poin aksesibilitasnya diatas 1. Dengan demikian debt secara statistik belum dapat menjadi faktor penentu yang dapat menjelaskan aksesibilitas IFR melalui e-government.
Menurut literatur terdahulu, menurut Zimmerman (1977), pengunaan hutang untuk membiayai aktivitas publik merupakan pendorong bagi manajer sektor publik untuk mengurangi biaya hutang. Hal ini dapat diraih dengan IFR karena dengan media internet, pendistribusian laporan keuangan menjadi lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini juga didukung oleh penelitian Styles dan Tennyson (2007) bahwa untuk memperluas stakeholder yang membutuhkan informasi laporan keuangan tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi permintaan penduduk di masa yang datang untuk pelayanan publik, maka dengan memanfaatkan media internet yang telah dimiliki atau IFR melalui e-government termasuk mempermudah aksesibilitasnya merupakan aktivitas yang tidak akan menambah hutang daerah. Namun ternyata penelitian yang peneliti lakukan di Indonesia belum mendukung penelitian-penelitian tersebut.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, jumlah penduduk sebenarnya tidak menjadi alasan signifikan aksesibilitas IFR, akan tetapi karakteristik penduduk yang menentukan tingkat tekanan tuntutan masyarakat atas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik IFR melalui e-government, termasuk aksesibilitasnya. Adapun jika dikaitkan dengan income percapita, hal ini juga sebenarnya tidak menjadi alasan signifikan, akan tetapi kultur mendokumentasi, yaitu kebiasaan mendokumentasikan (apa saja) dengan media teknologi informasi yang menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering yang seharusnya telah menjadi kompetensi pemerintah. Kemudian mengenai debt level, jika ternyata suatu pemerintah daerah berhutang, baik rasionya rendah atau tinggi, maka mungkin terdapat/akan terdapat tekanan politis untuk mempublikasikan laporan keuangannya lebih mudah atau jumlah poin aksesibilitasnya tinggi.
Selain menguji tiga variabel yang diasumsikan memiliki hubungan positif dengan aksesibilitas keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government, penelitian ini juga ingin mengkaitkan hasil dengan penerapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut sebagai UU KIP. Berlakunya UU KIP tersebut tentu saja akan memberikan berbagai macam implikasi apabila diterapkan di daerah, terutama penyelenggara pemerintahan daerah dan publik (masyarakat).
Menurut hasil wawancara, secara umum, pemerintah daerah sudah mulai menerapkan UU KIP. Tahap awalnya tentu saja ada proses pengaduan dari masyarakat, sehingga perlu ditetapkan suatu kebijakan mengenai Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Layanan Informasi Publik. Implikasi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengklasifikasi berbagai informasi publik di daerah, memberikan suatu konsekuensi pada struktur pemerintahan daerah yaitu kebutuhan untuk membentuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk pengelolaan layanan dan penyebaran informasi. Karena dengan adanya UU KIP, maka dapat diartikan bahwa layanan informasi publik juga merupakan salah satu layanan kepada publik yang disampaikan oleh pemerintah daerah. 

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 4, dari total poin tertinggi aksesibiltas, yaitu 10, mean 3 dan standar deviation 2,22, hanya tujuh provinsi saja yang tidak hanya menampilkan search engine berupa yahoo atau google pada halaman pertama e-government yang dimiliki. Jadi dilihat dari kesiapan pemerintah provinsi dalam mendiseminasikan laporan keuangannya melalui internet yang pastinya akan lebih menjangkau banyak stakeholder dan tidak terikat waktu, maka sebenarnya pemerintah belum siap, bukan karena infrastruktur, sumber daya manusia, dana tetapi karena rendahnya keberanian pemerintah daerah tersebut untuk bersifat transparan, partisipatif dan akuntabel. 
SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN
1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji untuk menganalisis aksesibilitas laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government dengan variabel-variabel yang diasumsikan memiliki asosiasi positif, yaitu size, debt, income per capita, dan debt level pemerintah daerah serta implikasinya penerapan IFR dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 (informasi mengenai laporan keuangan saja). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat asosiasi positif antara size pada tingkat signifikansi 10%, income per capita pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk dan pendapatan perkapita penduduk pemerintah daerah mempunyai hubungan positif dengan aksesibilitas laporan keuangan.
Melalui metoda wawancara yang diperoleh ditambahkan argumen bahwa karakteristik penduduk, kultur mendokumetasi, dan tekanan politis menjadi pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap laporan keuangan dalam e-government. Selain itu aspek yuridis, terutama Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata belum mengatur tentang cara atau prosedur menyebarluaskan informasi publik. Jadi diseminasi laporan keuangan melalui internet/Internet Financial Reporting (IFR) melalui e-government masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Saran Bagi Penelitian Berikutnya
Mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, disarankan penelitian berikutnya dapat memperbaiki faktor-faktor antara lain memperbesar jumlah sampel, yaitu pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota agar hasil penelitian berikutnya lebih bisa digeneralisir, menambahkan variabel-variabel yang lainnya yang layak digunakan untuk menjelaskan aksesibilitas IFR melalui e-government sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, yaitu klasifikasi pulau, yaitu Jawa dan Jawa, variabel political competition, variabel press visibility, dan variabel klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk, dan data yang digunakan time series sehingga bisa dilihat tren penyediaan IFR melalui media e-government dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.
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Tabel 2. Calculation of Accessibility Index Value
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